
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG 
NOMOR 20 TAHUN 202 1 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMJANQ 
TAHUN ANGGARAN 2020 

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAH MAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksana kan ketentuan Pasal 11 Qa nun 
Ka bupa ten Aceh Ta mia ng Nomor 10 Tahun 20 2 1 ten ta ng 
Perta nggungjawa ba n Pela ksanaan Anggara n Penda pa ta n 
Bela nja Ka bupalen Aceh Ta mia ng Ta hun Anggara n 2020 , 
perlu meneta pkan Peratura n Bupa ti tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020; 

Me ngingat : 1. Undang-Undan g Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penyelen ggaraan Negara ya ng Bersih dan Bcbas d a ri 
Korupsi, Kolus i da n Ncpotism e (Lembara n Negara 
Republik Indonesia Ta hun 1999 Nomor 75, Ta mba h an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2 . Undang-Undang Nomo r 4 Tahun 2002 ten tang 
Pemben tuka n Ka bupaten Aceh Ba.ra t Daya, Ka bupaten 
Gayo Lues, Kabupaten Aceh J aya , Ka bupalen Nagan 
Raya da n Ka bupaten Aceh Tamia ng di Propins i Na nggroe 
Aceh Darussala m (Lembaran Negara Republik Ind onesia 
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 179); 

3 . Undang-Undan g Nomor 17 Tahun 2003 tenta ng 
Keu a nga n Negara {Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara {Lembara n Negara Repu blik 
Indonesia Ta hun 2004 Nomor 5, Ta mbahan Le mba ra n 
Negara Nomor 4355); 

5. Undang-Unda ngi 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pcngelola an dan Tanggungjawab Keu an gan 
Negara (Lemba ra n Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nom or 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Ta mbahan 
Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 te ntang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa t dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba ha n Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8 . Unda ng-Unda ng Nomor 11 Tahun 2006 tenta ng 
Pemerintaha n Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

9 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan g Pajak 
Daera h d an Re tribusi Daerah (Lemba ra n Negar a 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Ta mbahan Lembaran Negara Republik 
Indon esia Nomor 5495); 

11 . Unda ng- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerinlah a n Daera h (Lembaran Negara Re publik 
Indonesia Ta hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
te la h diuba h bebera pa kali terakhir d engan Unda ng
Unda ng Nomor 9 Ta hun 2015 tentang Peruba ha n Kedua 
Atas Unda ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te ntan g 
Pemerintah a n Daera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Keducluka n Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13 . Pe ra tura n ... 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Bad an Layanan U mum (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lemba ra n Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah d e ngan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaa n Keuangan S adan Layana n Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagajmana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Ta hun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 te.ntang Sistem 
Informasi Keuangan Daera h (Lembara n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusu.nan dan Penerapan Standar Pelaya nan 
Minima l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambaha n Lemba ra n Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keteranga n Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwa kila n Rakyat 
Daerah, dan lnformasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerinta h Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerinlahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembar a n Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
1-Iak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta hun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

25 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Pe raturan Presiden Nomor 54 Ta hun 2010 tenta ng 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaiman a Lelah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peruba han Keen am a las 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

27. Peraluran Menteri Da la m Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
ten tang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrua l pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

28. Pe ra tura n Menteri Da la m Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusuna n Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daera h Tahun Anggaran 2020 (Serita Negar a 
Republik Indonesia Ta hun 2019 Nomor 655); 

29 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

30. Qanun .... ~ 
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30. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daera h (Lembaran 
Ka bupaten Aceh Ta miang Tahun 2021 Nomor 4, 
Tamba han Lemba ra n Ka bupaten Aceh Tamiang Nomo r 
53); 

31. Qanun Ka bu paten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 20 1 7 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh 
Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamia n g 
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lemba ran Daera h 
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 46); 

32. Qa nun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Bela nja Kabupaten 
Aceh Tamiang Ta hun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Ka bupaten Aceh Tamiang Ta hun 2019 Nomor 4 ); 

33. Qa nun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor XX Ta hun 202 1 
tentang Perta nggungjawaban Pelaksa n aan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Ta miang 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Tamia ng Tahun 2021 Nomor XX); 

34. Peraturan Bupa ti Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Ka bu paten Aceh Tamiang Tahun 2019 Nomor 
30); 

3 5. Pe raturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2020 
ten tang Pe njabara n Perubahan Anggaran Pcnda patan 
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggara n 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Ta hun 
2020 Nomor 35); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TAMIANG 
TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri 
atas: 
a . Pendapatan 

1. Pendapatan.~ 
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1. Pendapatan Asli Daerah 
2 . Penda patan Transfer 
3. La in-la in Pendapatan 

Daerah yang Sah 
Jumla h Penda p a tan 

b. Belanja 
1. Bela nja Tidak Langsung 

Rp. 125.638.090.728,03 
Rp. l.030.840.152.363,00 

Rp. 45.346.379.532,00 
Rp. 1.20 1.824.622.623,03 

a ) Belanja Pegawai Rp. 435.723 .42 0.392,00 
2 .948.800.000,00 

943 .500.000,00 
b) Belanja Hibah Rp. 
c) Be lanja Bantuan Sosial Rp. 
d) Be lanja Bagi Hasil 

kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ 
Pemerintahan Desa Rp. 2.458.337.000,00 

e) Belanja Bantuan Keuangan 
kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ 
Pem erinta han Desa Rp. 236.307.951.192,00 

f) Belanja Tida k Terduga Rp. 4.445.891.892,00 
Jumlah Belanja 
Tidak Langsung 

2. Bela nja La ngsung 

Rp. 682 .827 .900.4 76,00 

a ) Belanja Pegawa i Rp. 52 .234.595.350,00 
b) Bela nja Barang danJasa Rp. 270.9 14.020.047,45 
c ) Bela nja Modal _R_,__p_. _ 1_8~7_._0_60_ . 5_1_2_. 8_3_5_,~8_4 
Jumlah Belanja Langsung Rp. 5 10.209 .128.233,29 

Jumla h Belanj a 

Surplus/ (Defisit) 

Rp. 1. 193.037.028.709,29 

Rp. 8 . 787 .593. 913, 74 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 

Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran tahun berkenaan Rp. 

Pasal2 

15.805.114.609,57 

24.592 .708.523,3 1 

Ringkasa n Lapora n Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud da la m Pasal 1 tercantum dalam La mpira n I 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Lapora n Realisasi Anggara n sebagaimana 
dima k sud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke cla la m 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dima ksud dalam Pasal 3 tercantum Lampiran l.l Pcraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5. \-
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Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagia n yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal6 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pa da tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerin tahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang. 

Diundangkan di Karang Ba ru 
pada tanggal, 21 Juli 2021 M 

11 Dzulhijjah 1442 H 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ACEH TAMIANG, 

~ 
ASRA 

Ditetapkan di Karang Baru 
pada tanggal , 21 Juli 2021 M 

11 Ozulhijja h 1442 H fBUPA~::c 
~ ~ MURSTL 

SERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 20 

1 


